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BUPAT] BURU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaL 4

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Norsor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sehagairnaaa klah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupa.ten Burrr Nsmor 2 Thhun 2018 tentang

Perubahan Atas treraf:urror D,ffirah Katnpterr [&xrr

Nornor l7 Tatrun 2016. tentang Ferr*.berrtukan dan

$ugrrnan Peengkat Dmrah, p*rlu msrnkntuk

Suslman Organisasi dan Tata l(erja e.krctariat Daerah

I{abup,ten Bunr;;

bahwa be,rdasar,kan prtirubengan wbagimana

dirrlaksud dalaru huruf a, pedu menetapkan Fer:aturan

Bumti tentang Fem-Esrl-tulsn Susu:ran Organisasi dan

Tata Kerja Selretariet lkrah Kableptea e:nr;

Undang-Undarig Noanor 46 1'ahun: 1999 tentang

Pembe.niuS<a* 5**pinsi trisluliu Utara, Kabupatel: Bur"r

dan Katrupaten Maluk* Tanggam, F}amt {I,errlharan

Negara Repubiik Indonesi* t{smnr i74 T*hun iEqg,

Ta-mhrthan {*mh*-nn-n Hr:ga"ra Repr.rhlik lrrdr.rnesia-
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2.

tentang Pembentukan Propinsi Maluku Atara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

tlarat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Norrror 39f-r1 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Pcrimbangan Pr:rlengkapan dan Analisis Kebutuhan

Anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

il,embaran Negarc Reputrlik Indon'esia Tahun 2O*4

Nomor 126, Tambahan I,embaran Negara Republik

I nd<xresia Nornor aa38l;

tJndang-{Jndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pem.bcntukirn Peraturan llerl"r.n(1a*g-Unelangrrn

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2*11

nomr:r 82, Tarsfn:han trrrabaran Negara Repr.rblik

Indonesia Nttmor,\23ah

Undang-Undang Nomti'r 5 T.ahi:n 2*14 tcntang Apara&:r

Sipil Negara (Lembaran itiega.ra Republik Indonesia

Tahun 2{}14 Nomor 6, Tarnlxrhan l*mbaran Negara

Repr"iblik Inelonesia Nomcr 5a9$;

Urrdang-lindang Nomclr 23 Tahr.rn 2*14 tenlan"g

Pemerintahan l-)aerah {Lembara:: Negara Republik

Inrl*nesia Tal:lun 2{}1"4 Nomar 244, 'Tarnhrahan

Ir.rnbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)

sebagairn*na telah dirrbah kcrlua kalinya der:gan

Undang-IInrJang lrlomor I Tahun 2O15 tentang

Pcrrirahal K*dr.ra &tas Undang-tJnrlang Nornor 23

Talurn 2AL4 lcntan:g Perneri:ntahan Da-srah {Lenrbaran

Negara Repuhlik lrrdonesia Tahu* 2*11'r Norn*r 58,

Tambahar: Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nr-rxior 5679i;

Pe-ra.ruran Perncrintah Nomor lll 'lahun 2016 tentang

(Jtonorrri Daerah elan trerangkat Daerah {Lembar*n

Negara Republik Indorresia Tahun 2::fi16 N<xnor 11a};

Per-aluran Presiden Republik Indortesia Nomor tG

Tahun 2018 Tentatrg Unil lterja Pengadaan

Barang/Jas* (lx:mbaran I'legara Repr:"trlik Indonesla

Tahun 2*18 Nr:rrror 33);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LLZ Tahun

2018 tentang Pembentukan unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Dan KabuPaten/ Kota;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomot 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlS Nomor 7671;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2Ot6

Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru

Nomor L7 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan

Sustrnan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran

Daerah Kabupaten Buru Tahun 2O1B Nomor 2);

Menetapkan

MEMI"ITUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGSUSUNANORGANISASI

DAN TA,nq, Kut?.]A S"0KRI',I"ARa*| DAEH"q'H Kq'BiJPATEN

BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Da-erah adalah KabuPaten Buru

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggala

Pemcrintahan Dacrah yan8 mcmimpin pelaksarraall urltsan P*merintahan

yang menjadi Ke-rvenangan Daerah otonom;

Biipati adaiahr BuPati Buru;

Dcwan Perwakilan Rakvat Daerah yal}g s*tranjr'rtnya disingka't DPRD

attrala_h Dewan Pcrwakilan Raklrat Daerah Kabupaten Buru;

Ss:krr;taris Liar r.:rah adak:.h $ekrt:*ri s l lacratr Kabu.pa'tca Ll-u r u;

sekretariat Daerah adalah sekretariat Dacrah Kabupaterr Buru;

Kr:carnalan arLal;lh ,l;:.era-h arirninistraiif di i,r'ila}'ah K;rllupalerl Buru;
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g. Kelurahan adalah suatu wilayah hukum yang ditempati oleh kesatuan

masyarakat di wilayah Kabupaten Buru'

g. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara

yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta

administrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN SEKRSTARIAT DAERAH

Dengan Peraturan BuPati

Daprah KabuPaten Euru.

Pasal 2

inidibentukorganisasidanTataKerjaSekretariat

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu

Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati'

Pimpinan Pemerintah

Daerah Yang berada

Kabupaten Buru tiPe A terdiri

(1) terdiri atas 3 (tiga) bagian;

(2) terdiri atas Paling banYak 3

(1)

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal ;1

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

atas 3 (tiga) Asisten;

Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat

(tiga) subbagian;

(4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat l2l terdiri dari;

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat membawahkan

Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahkan Bagian Ekonomi

Pembangunan,Bagian Humas dan Protokol serta Bagian Pertanahan;

{21
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c. Asisten Administrasi Umum membawahkan Bagian Hukum' Bagian

Umum dan Bagian Organisasi;

(5) Staf Ahli Bupati terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Staf ahli diantaranya;

1. Staf ahli Bidang Pemerintahan' Hukum dan HAM;

2. Staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

dan

3. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)'

(6) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan membawahkan :

a)SubBagianotonomiDaerahdanPerangkatDaerah;

b)SubBagianBinaAdministrasiKewilayahan;dan

c)SubBagianFasilitasiKecamatandanKelurahan.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

a) Sub Bagian Keagamaan;

b) Sub Bagian Pembinaan Mental Spritual;

c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat'

3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahkan :

a) Sub Bagian Pembangunan, Ekonomi dan Produksi Daerah;

b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan'

4,BagianHubungarlMasyarakatdanProtokolmembawahkan:

a) Sub Bagian Hubungan MasYarakat;

b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; dan

c) Sub Bagian Perwakilan Daerah'

5. Bagian Pertanahan membawahkan :

a) Sub Bagian Penatagunaan Tanah;

b) Sub Bagian Administrasi Pertanahan; dan

c)SubBagianFasilitasiPermasalahanTanah.

6. Bagian Hukum membawahkan :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b}SubBa-sianBantuanHukumdanHakAsasiManusia;dan

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum'

7. Bagian Llmum membawahkan :

a)SubBagianRumahTanggadanPerneliharaan;

b) Sub'Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan

c) Sub Bagian Perlengkapan dan Pengadaan'



8. Bagian Organisasi membawahkan :

a)SubBagianTatalaksanadanPelayananPublik;

b)SubBagianKelembagaandanAnalisaJabatan;dan

c) sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur.

g. KelomPok Jabatan Fungsional;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SEKRETARIS DAERAH

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati

dalam menJrusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan

lembaga teknis daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggafaan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta

memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Otonomi Daerah dan

Perangkat Daerah

(2\ Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh para

Asisten.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5

ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan penyusunan

kebij akan Pemerintahan daerah;

b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dinas daerah

dan lembaga teknis daerah;

c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebij akan Pemerintahan daerah;

d. Mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas

secara berkesinambungan;

e.Mengkoord.inasikanpen]rusunanrencanadanprogrampembinaan
administrasi dan aparatur pemerintahan'

f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan;

g. Pengelolaan sumber daya aparatur, Perlengkapan dan Analisis

Kebutuhan, sarana dan prasaranapemerintahan daerah;

h. Mengajukan dan mengkonsultasikan rencana pelaksanaan tugas

kepada atasan untuk mendapatkan pertimbangan, masukan dan

arahan lebih lanjut;
6



j.

Menyiapkan bahan bagi atasan dalam rangka pembinaan, perbaikan

dan peningkatan kinerja pemerintahan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/wakil Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya-

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5

ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat mempunyai

tugas membantu sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan dan

mengkoordinasikan bidang Fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan'

pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban,

perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan,

pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak , aga1;.a, kesatuan bangsa dan politik,

pemuda dan olahraga serta pemberdayaan masyarakat dan desa serta

pelaksanaan tugas lainnYa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan d.an mengarahkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang Fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan,

pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban,

perlindungan masyelr:akat, penanggulangan bencana, kependudukan,

pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agalna, kesatuan

bangsa dan politik, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan

masyarakat;

b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penJrusunan pedoman dan

petunjuk pelaksanaan tugas di bidang Fasilitasi Kecamatan dan

Kelurahan, pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan

ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana,

kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi, keluarga berencana, agama, kesatuan bangsa dan

politik, pemuda dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat;

c. Menyiapkan dan mempelajari bahan/referensi dalam rangka

perumusan kebijakan pemerintahan daerah;

7
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d.

e.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya dan melaporkan kepada

atasan;

Mengkoordinasikan satuan kerja otonomi Daerah dan Perangkat

Daerah yang terkait dengan bidang tugasnya dalam melakukan

pembahasan kebijakan pemerintah daerah bersama DPRD atau pihak

lainnya;

Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan;

dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasa} 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat

(21, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan

bidang perencanaan pembangurian, penelitian dan pengembangan,

statistik, perhubungan, pekerjaan umtlm, budaya dan parawisata,

pertanian, peternakan, perkebunan, taman hutan taya' energi'

lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil

menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagalrLgan, badan

usaha daerah, humas dan protokol, dan Pertanahanserta pelaksanaan

tugas lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Asisten Ekonomi dan

Pembangunan memPunYai fungsi :

a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum' budaya dan

parawisata, pertanian, peternakan, perkebunan' kehutanan'

pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan,

koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perindustrian

dan perdagangan, badan usaha daerah, humas dan protokol, dan

Pertanahan;

b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pen]rusunan pedoman dan

petunjuk pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan

umum, budaya dan parawisata, pertanian, peternakan, perkebunan,

(1)
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d.

e.

kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan

perikanan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal,

perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, humas dan

protokol, dan Pertanahan;

c. Menyiapkan dan mempelajari bahan/referensi dalam rangka

perumusan kebijakan pemerintahan daerah yang terkait dengan

bidang tugasnya;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya dan melaporkan kepada

atasan;

Mengkoordinasikan satuan kerja Otonomi Daerah dan Perangkat

Daerah yang terkait dengan bidang tugasnya dalam melakukan

pembahasan kebijakan pem8erintah daerah bersama DPRD atau pihak

lainnya;

Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian

bawahan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

kinerja

Asisten Adrninistrasi Umum

Pasel I

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ciimaksud pasal 5 ayat

(2), Asisten Administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris

Daerah dalam melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan bidang

hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana,

sumberdaya manusia dan aparatur, Perlengkapan dan Analisis

Kebutuhan, pendapatan, umum, perlengkapan dan aset, kearsipan,

perpustakaan serta pelaksanaan tugas lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Asisten Administrasi Umum

mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidanghukum dan perundang-undangan, organisasi

dan tata laksana, sumberdaya manusia dan aparatur, Perlengkapan

dan Analisis Kebutuhan, pendapatan, umum, perlengkapan dan aset,

kearsipan, PerPustakaan;

b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pen)rusunan pedoman dan

petunjuk pelaksanaan tugas dibidang hukum dan perundang-

undangan, organisasi dan tata laksana, sumberdaya manusia dan

9
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aparatur, Perlengkapan dan Analisis Kebutuhan, pendapatan, lrmum,

perlengkapan dan aset, kearsipan, perpust akaan;

Menyiapkan dan mempelajari barlanlreferensi dalam rangka

perumusan kebijakan pemerintahan daerah yang terkait dengan

bidang tugasnYa;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya dan melaporkan kepada

atasan;

Mengkoordinasikan satuan kerja otonomi Daerah dan Perangkat

Daerah yang terkait dengan bidang tugasnya dalam melakukan

pembahasan kebijakan pemerintah daerah bersama DPRD atau pihak

lainnya;

f. Melakukan pembitaaafl, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Staf Ahli

Pasal 9

(1) staf ahli mempunyai tugas membantu Bupati/wakil Bupati dalam

memberikan pertimbangan terkait dengan penyelenggaraalr urusan

pemerintahan, ,Ekonomi pembangunan, Hukum dan HAM, Kesejahteraan

Ralryat serta pemberd ayaarr masyarakat'

(2) Staf ahli BuPati terdiri dari :

a. Staf ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM;

b.StafahliBupatiBidangEkonomiPembangunan;dan

c. Staf ahli Bupati bidang Sumber Daya Manusia;

(3) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM mempunyai tugas :

a. Mengidentifikasi, mempelajari dan menganalisa berbagai

permasalahan dibidang pemerintahan, Hukum dan HAM;

b. Memberikan pertimbangan dan kajian ltelaahan kepada Bupati/wakil

Bupati tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang

pemerintahan, Hukum dan HAM;

c. Melakukan konsultasi dan koordinasi menyangkut permasalahan

pemerintahan, Hukum dan HAM dengan Sekretaris Daerah, Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralqyat serta instansi terkait;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatilwakil Bupati'

(4) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas :

a. Mengidentifikasi, mempelajari dan menganalisa berbagai

permasalahan Ekonomi dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

10
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(s)

b. Memberikan pertimbangan dan kajian ltelaahan kepada Bupati/wakil

Bupati tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang

Ekonomi d.an Pembangunandan Ke sej ahteraan Rallyat;

c. Melakukan konsultasi dan koordinasi menyangkut permasalahan

Ekonomi Pembangunan dan Kesejahtetaan Ra[yatdengan Sekretaris

Daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan serta instansi terkait'

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatilwakil Bupati'

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

a. Mengidentifikasi, mempelajari dan

permasalahan Sumber DaYa Manusia;

menganalisis berbagai

b. Memberikan pertimbangan dan kajian/telaahan kepada Bupati/wakil

Bupati tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber

Daya Manusia;

c. Melakukan konsultasi dan koordinasi menyangkut permasalahan

$umberDayaManusiadenganSekretarisDaerah,Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta instansi terkait;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/wakil Bupati'

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 18

Kepala Bagian Tata Pernerintahan mempunyai tugas mengumpulkan dan

menganalisa data, penJrusunan programlkegiatan dan petunjuk

pembinaan penyelen ggataafl bidangFasilitasi Kecamatan dan

Kelurahan,Bina Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah dan

Perangkat Daerah serta pengembangan daerah'

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.MerumuskanprogramdankegiatanBagianTataPemerintahan
dibidang Fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan,Bina Administrasi

Kewilayahan dan otonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

b. Menyiapkan bahan pen)rusunan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi

Kecamatan dan Kelurahan,Bina Administrasi Kewilayahan dan

Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

c. Melaksanakan kebijakan dibidang Fasilitasi Kecamatan dan

Kelurahan,Bina Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah dan

Perangkat Daerah;

(1)

(2\
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h.

i.

d. Membina dan mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan di bidang

Fasilitasi Kecamatan d.an Kelurahan,Bina Administrasi Kewilayahan

dan Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja

dilingkungan Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan

kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Kecamatan dan Keluraharr'Bina

Administrasi Kewilayahan dan otonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

t Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran

penyelesaian dibidang Fasilitasi Kecamatan 'dan Kelurahan'Bina

Administrasi Kewilayahan danotonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

g. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan

pilkada;

Melakukan fasilitasi pengembangan daerah;

Melaporkan hasil pelaksanaaan program dan kebijakan kepada Bupati

Buru melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

j. Mendistribusikan tugas kePada bawahan dan memberi

petunjuk f arahan untuk kelancaran pelakse'rLaan' tugas;

k. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

undang Yang berlaku;

1. Melaksanakan tata usaha bagian;

m. Melaksanakan evaluasi dan men5rusun laporan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Otonomi Daerah Dan Perangkat Daerah

Pasal 1i

Kepala Sub Bagian otonomi Daerah dan Perangkat Daerah mempunyai

tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian, perumusan

kebijakan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Bidang otonomi

Daerah dan Perangkat Daerah'

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:

a. Menghimpun peraturan perund,ang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis bidang otonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

b. Mengumpulkan data dan bahan dalam rangka pen]rusunan rencana

program dan kegiatan sub bagian Otonomi Daerah dan Perangkat

Daerah kecamatan dan kelurahan;

(1)

(21
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c. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitas

masalah otonomi Daerah dan Perangkat Daerah sesuai ketentuan

yang berlaku;

d. Melaksanakan koordinasi dilingkup bagian maupun instansi teknis

dalam rangka pembinaan otonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

e. Membagikan tugas kepada bawahan d"an memberi petunjuk/arahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Memberi penilaian keda dan prestasi bawahan sesuai undang-undang

yang berlaku;

g. Melaksanakan tata usaha sub bagian;

h. Melaksanakan evaluasi dan men5rusun laporan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan'

Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Bina Administrasi

Kewilayahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan,Pedoman dan petunjuk

teknis yang berhubungan dengan Bina Administrasi Kewilayahan;

b. Menyiapkan bahan pen]rusunan kebijakan,pedoman dan petunjuk

teknis dan pembinaan Bina Administrasi Kewilayahan;

c. Mengumpulkan data dan bahan dalam rangka penjrusunan rencana

program dan kegiatan Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;

d. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan

keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Bupati;

e. Melaksanakan koord"inasi dilingkup bagian mauptln instansi teknis

dalam rangka peningkatan dan pembinaan sub Bagian Bina

Administrasi KewilaYahan;

f. Menyiapkan data dan bahan dalam rangka fasilitasi rencana

pengembangan daerah;

g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang

Bina Administrasi Kewilayahan dan menyiapkan bahan petunjuk

penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

13



h.Melakukanfasilitasipelaksanaanpemilihanumumdan
kepala daerah;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan

petunjuk larahen untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

undang yang berlaku;

Melaksanakan tata usaha sub bagian;

Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

m.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan Dan Kelurahan

Pasal 13

t1) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas

mengumpulkanbahanpen]rusunanpedomandanpetunjukteknis
pembinaanpenyelenggaraanbidangFasilitasiKecamatandanKelurahan.

t2|Uraiantugassebagaimanadimaksudayat(1)terdiridari:
a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis yang berkaitan dengan urusan Fasilitasi Kecamatan dan

Kelurahan;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan Fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan;

c. Mengumpulkan data dan bahan dalam rangka pen]rusunan rencana

program dan kegiatan sub Bagian Fasilitasi Kecamatan dan

Kelurahan;

d. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pernerintah daerah dan

hubungan kemitraan pemerintah daerah dan pihak ketiga;

e. Fasilitasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

f. penataan kode wilayah administrasi pernerintahan serta batas wilayah

antarakabupaten, kecamatan dan desa;

g. Fasilitasi dan koordinasi toponimi dan penataan wilayah;

h. Fasilitasi pemberian dan pembakuan nama rupa bumi;

i. Fasilitasi pengembangan/pemekaran wilayah kecamatan;

j.Melakukanpenataandanpembinaankecamatan;

k.Mendristibusikantugaskepadabawahandanmemberi
petunjuklara}ranuntukkelancaranpelaksanaantugas;

1. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai und'ang-

undang Yang berlaku;
14
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(1)

(21

m. Melaksanakan tata usaha sub bagian;

n. Melaksanakan evaluasi dan men5rusun laporan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Bagian Kesejahteraan RakYat

Pasal 14

KepalaBagianKesejahteraaflRalryatmempunyaitugasmerumuskan,

melaksanakan kebijakan dan pembinaan dibidang kesejahtefaan

masyarakat, keagamaan, pemuda dan olah raga

Uraian tugas sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) terdiri dari :

a.Menyusunperencanaankegiatanfptogtamdanoperasionalbagian
kesejahteraan rakYat;

b.Merumuskanprogrampembinaanpeningkatankerukunanhidup
beragama serta bantuan dibidang keagamaan, Pemuda dan olahraga

serta kemasYarakatan;

c. Mengkoordinasikan kegiatan

pencegahan Penyalahgunaan

remaja;

d. Melakukan koordinasi dengan

sosial, keagamaan, Pendidikan,

Pertanahan, Perlindungan anak;

e. Merumuskan data dan bahan informasi dibidang keagamaan' pemuda

dan olah raga serta kemasyatakatan;

f.Mendistribusikantugaskepadabawahandanmemberi
petunjuk larahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

undang Yang berlaku;

h. Melaksanakan tata usaha bagian;

i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Sub Bagian Keagamaan

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan'

menyiapkan, mengevaluasi dan mengolah data dan bahan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis dibidangkeagamaan'

pembinaan peningkatan urusan haji'

narkoba, phsykotropika dan kenakalan

instansi terkait dibidang pramuka'

kesehatan, Pemuda dan olahraga
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t2lUraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:
a.Menghimpunperaturanperundang-undangan,pedomandanpetunjuk

teknis yang berhubungan pembinaan keagamaan;

b.MenyiapkanbahanpenJrusunaankebijakan,pedomandan
petunjukteknis bidang keagamaan ;

Melaksanakankegiatanpembinaandibidangkeagamaan,
pemeliharaankerukunanhidupberagamadanPemberdayaanForum

Kerukunan Umat Beragama;

Melaksanakanpenyusunanpedoman/petunjukteknistentangtata
cara pembinaan keagamaan;

Merencanakan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

rumah ibadah;

f. Menyiapkan bahan dokumentasi dan pemberian bantuan

keagamaan,pembinaankeagamaandanpelaksanaanMTQ'LASQI'
PESPARAWI, Hari Raya saraswati dan kegiatan keagamaan lainnya;

g. Menyelenggarakan tata usaha sub Bagian Kesejahtetaan Rakyat;

h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kePada KePala Bagian;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Sub Bagian Pembinaan Mental Spritual

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Mental Spritual mempunyai tugas

merrgumpulkan, menyiapkan, mengevaluasi dan mengolah data,, bahan

pen]rusunan pedoman teknis dibidang Pembinaan Mental Spritual'

(2lUraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:
a. Merencanakan pembinaan dan petunjuk terhadap mental spritual

grasYarakat.

b. Mengkoordinir pembinaan mental spiritual terhadap anak dan remaja

dari bahaya narkoba, physkotropika dan lainnya'

c.Mengkoord.inirpembinaanmentalspritualgenerasimuda.

d. Mengkoordinir pembinaan mental spiritual terhadap kelompok

pengajian dan kelompok pemuda Kristen dan hindu

e. Menyed"iakan sarana pembinaan mental spritual '

c.

d.

e.

T6



f.Mendistribusikantugaskepadabawahandanmemberi
petunjuk f aratranuntuk kelancaran pelaksarLaart tugas;

g. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

undang Yang berlaku;

h. Melaksanakan tata usaha sub bagian;

i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

j.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 77

(1) Kepala sub Bagian KesejahtetaarL Masyarakat mempunyai tugas

mengumpulkan,menyiapkan,mengevaluasidanmengolahdata,batran
pen)rusunan pedoman teknis bidang kesej ahte r aatT' masyarakat'

{2|Uraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:
a. Merencanakan pembinaan dan petunjuk usaha kesejahteraan

masyarakat, sosial, artak, remaja dan keluatga;

b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan peningkatan

ke sej ahteraan masYarakat;

c. Melaksanakan peningkatan administrasi kesejahtetaarl masyarakat'

sosial, anak, remaja dan keluatga;

d. Melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap

kegiatan bina kesejahte raaTl' masyarakat;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjukfaratlanuntukkelancaranpelaksanaantugas;

f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

gndang Yang berlaku;

g. Melaksanakan tata usaha sub bagian;

h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan

i.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

Bagian Ekonomi Pembangunan

Pasal 18

(1) Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan secara ex-officio di jabat oleh

Kepala Bagian yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan

selUruh kegiatan lingkup ULP, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan

barang dan jasa, menjamin keamanan dokumen pengadaandan

t7



melakukan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan

perekonomian, pembangunan dan evaluasi pelaporan serta merumuskan

program dan petunjuk teknis dibidang ekonomi dan produksi'

pembangunan serta evaluasi pelaporan'

(2)Uraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:

a. Merumuskan petunjuk teknis administrasi pemballgunall daerah;

b. Mengkoordinir dan membina serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan Pembangunan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa

yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan;

d. llenyediakan dan mengelola sistem informasi yang di gunakan dalam

pelaksanaan pengadaan barang/j asa;

e. Membantu penyelesaian sanggahan banding;

f. Mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;

g. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan

oleh PenYedia barang/jasa;

h.Mendistribusikantugaskepad.abawahandanmemberi
petunjuk/arahanuntukkelancaranpelaksanaanlnya;

i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanian,

peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, prindustrian dan

perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, kehutanan serta BUMD;

j. Melaksanakan tugas tim anggaran eksekuti;'

k.Melaksanakantugastimpembinajasakonstruksi;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kePada atasan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Sub Bagian Pembangunan, Ekonomi Dan Produksi Daerah

Pasal Lg

(1) Kepala Sub Bagian Pembangunan, Ekonomi dan Produksi Daerah

mempunyai tugas mengumpulkan bahan pen]rusunan pedoman dan

petunjuk teknis, pembinaan, peningkatan di bidang produksi daerah'

pembangunan,perekonomian,perkoperasian,perdagangan,
perindustrian,pariwisata,pasarsertaasetdaerah'

{21 uraian tugas sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Melakukan pelayanan penertiban rjin perekonomian, evaluasi dan

penertiban ijin temPat usaha;
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b.

c.

Mendistribusikantugaskepadabawahand'anmemberi
petunjuk I ar ahan untuk kelancaran pelaksanaannya;

Melakukan pembinaan pengembangan usaha pengkreditan,

permodalan, perkoperasian, perdagangan, perindustrian dan produksi

daerah melalui sosialisasi dengan pihak perbankan yang bekerjasama

denganpemerintahdaerahtentangpengembanganusahakecildan
grenengah;

d. Melakukan penJrusunan program pembinaan peningkatan produksi

berbagai komoditi ralryat;

e. Melakukan koordinasi pembinaan petunjuk teknis dan pengembangan

Perusahaan daerah;

f. Menyiapkan rekomendasi bahan perijinan yang berhubungan dengan

pembinaan usaha kerajinan rakYat;

g. Melakukan pembinaan dan petunjuk teknis usaha perijinan

pariwisata;

h. Melakukan koordinasi menyangkut permasalahan aset daerah yang

produktif;

i. Melakukan koordinasi pelaksanaan kontrak dusun ketel minyak kayu

putih milik Pemerintah daerah;

j. Melakukan penertiban areal dusun ketel minyak kayu putih milik

pemerintah daerah;

k. Menyelenggarakan tata usaha sub bagian ekonomi dan produksi

daerah;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kePada KePala Bagian;

m.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 2O

Kepala sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasamempunyai tugas

melakukan koordinasi pen5rusunan program pembangunan daerah,

peleksanaan kegiatan pembangunan daerah dan dana pembangunan

lainnya serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan

pembangunand.aerah,ad'ministrasipembangunandaerahdandana
pembangunan lainnYa.

Uraiantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiridari:

(1)

{2)
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b.

C.

Melakukan koordinasi pembuatan RKA dan DPA dinas/ badanl

kantor/ bagian;

Melakukan koordinasi pembahasan dana

bersama unsur terkait;

alokasi khusus/ DAK

Melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan adiminsitrasi

pembangunan dan unit layanan pengadaan;

Menyusun program kerja dan anggaran ULP;

Membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan

barang/jasa;

Menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa

terkait sPesifikasi dan HPS;

Mengkoordinasikan tenaga ahlilstaf pendukung dalam proses

pengadaan barang/jasa;

Menerima dan membantu penyelesaian pengaduan;

Membagitugaskepadabawahandanmemberipetunjuk/arahanuntuk

kelancaran Pelaksanaannya;

Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa;

k. Melakukan koordinasi bantuan pembangunan yang bersumber dari

danaAPBDprovinsi,APBNdandanadekonsentrasi;

1. Melakukan koordinasi pengusulan pejabat pembuat komitmen;

m. Memantau pelaksanaan perubahan kontrak ( addendum );

n. Melakukan verifikasi dan berita acara pembayaran;

o. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pengendalian proses pelaksanaan

pelelangan;

p. Melakukan pengendalian lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan

pembangunandanmenerbitkanrekomendasisebelumpengajuan

berita acat a PembaYaran;

q. Menyelenggarakan tata usaha sub bagian pembangunan dan unit

layanan Pengadaan;

r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kePada KePala Bagian;

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

d.

e.

f.

c,b'

h.

i.
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(1)

Sub Bagian Evaluasi Dan PelaPoran

Pasal 21

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

mengumpulkan bahan bahan pengesahan pedoman dan petunjuk teknis

evaluasi dan pelaporan bidang ekonorni pembangunan serta metrakukan

analisa evaluasi dan menyiapkan bahan penJrusunan laporan dan

visualisasi Pembangunarl'

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Melakukan evaluasi dan klasifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran laporan bulanan dan triwulan yang disampaikan;

b. Melakukal pembuatan laporan bulanan, triwrrlan dan laporan akhir

tahun;

c. Melakukan koordinasi dengan dinasl badanl kantor dan bagian dalam

pembuatan laPoran;

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan

petunjuk f atahan untuk kelancaran pelaksanaannya;

e. Melakukan koordinasi dan rnonitoring permasalahan pelaksanaan

pembangunan;

f. Melakukan monitoring perkembangan proyek yang dibiayai dengan

APBDkabupaten,APBDprovinsimaupunAPBNdandanabantuan
lainnYa;

g.Menyusunbukulaporanbulanan,triwrrlan,akhirtahun,buku
monitoring dan Pengendalian;

h. Membuat dokumentasi dan visualisasi hasil- hasil pelaksanaan

pembangunan;

i. Menyelenggarakan tata usaha sub bagian evaluasi dan pelaporan;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kePada KePala Bagian;

k.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol

Pasal 22

(1)KepalaBagianHumasdanProtokolmempunyaitugas
melgkoordinasikan, merumuskan kebijakan Stratejik dalam bidang

manajemen dan pemberd ayaan sistem informasi dan hubungan

masyarakat serta pelayanan keprotokolan'

{21

memberi

2l



(21 Uraian tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perumusan kebijakan dibidang hubungan masyarakat dan

keprotokolan;

b. Pengelolaan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah;

c. Menyiapkan media centre pemerintah daerah;

d. Pemberdayaan dan pengembangan sistem informasi melalui

pemanfaatan teknologi informasi;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk I ara}:ran untuk kelancaran pelaksanaannya;

f. Publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah;

g. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberitaan oleh media masa

dan media elektronik;

h. Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan;

i. Penyiapan perjalanan dinas;

j. Menyelenggarakan tata usaha Bagian Humas dan Protokol;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Pasa] 23

(1) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan di bidang hubungan masyarakat meliputi

informasi, komunikasi, dokumentasi, dan pernberitaan serta penyajian

data.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat {1) terdiri dari :

a. Menyusun program rencana kerja Sub bagian Hubungan Masyarakat;

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi yang

berkaitan dengan pemberitaan;

c. rylelakukan kerja sama dengan media masa (cetak dan elektronik);

d. Pembuatan jurnal/buletin pemerintah daerah;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunj uk I ar ahan untuk kelancaran pelaksanaannya;

f. Mengkoordinasikan penyajian, pemberitaan media cetak dan

elektronik;

g. Publikasi dan dokumentasi dan kegiatan pemerintahan daerah;
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h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang tugasnya;
i. Menyelenggarakan tata usaha sub bagian;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Bagian;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Protokol Dan Perjalanan

Pasal 24

(1) Kepala sub Bagian Protokol dan perjalanan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan Keprotokolan yang meliputi tata tempat, tata
upacara dan tata penghormatan serta perjalanan dinas.

{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :

b. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Protokol dan Perjalanan;

c. Menyelenggarakan tugas keprotokolan yang meliputi tata tempat, tata
upacara dan tata penghormatan;

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi
petunjuk f ara};ran untuk kelancaran pelaksanaannya;

e. Mengatur setiap penyelenggaraan acara kenegaraan, upacara,

kunjungan tamu pejabat pusat dan luar negeri ke daerah;

f. Menyiapkan kelengkapan dokumen perjalanan dinas pimpinan dan
pejabat pemerintah daerah;

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam dibidang
tugasnya;

h. Menyelenggarakan tata usaha sub bagian;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Bagian;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perwakilan Daerah

Pasal 25

(1) (epala Sub Bagian Perwakilan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan di bidang Perwakilan Daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari:

a. Pen5rusunan rencana kegiatan sub bagian Perwakilan Daerah ;

b" Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi dari
kementerian lembaga di bidang Perwakilan Daerah;

c. Penyampaian informasi kepada pemerintah daerah;
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d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk/arahan

untuk kelancaran pelaksanaannya;

e. Pengembangan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi

kepada pemerintah daerah;

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam bidang tugasnya;

g. Menlrusun laporan pelaksanaan kegiatan/program;

h. Menyelenggarakan tata usaha sub bagian;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Bagian;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Pertanahan

Pasal 26

(1) Kepala BagianPertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pembinaan dibidang

penatagunaan tanah, administrasi pertanahan, serta Fasilitasi

penyelesaian tanah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan program dan kegiatan Bagian Pertanahan dibidang

penatagunaan tanah, administrasi pertanahan, serta fasilitasi

penyelesaian tanah;

b. Menyiapkan bahan penJrusunan kebijakan teknis dibidang di bidang

penatagunaan tanah, administrasi pertanahan, serta fasilitasi

penyelesaian tanah;

c. Melaksanakan kebijakan dibidang penatagunaan tanah, administrasi

pertanahan, serta fasilitasi penyelesaian tanah;

d. Membina dan mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dibidang

penatagunaan tanah, administrasi pertanahan, serta fasilitasi

penyelesaian tanah;

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja

dilingkungan bagian Pertanahandalam melaksanakan kebijakan

teknis dibidang penatagunaan tanah, administrasi pertanahan, serta

fasilitasi penyelesaian tanah;

f. Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran

penyelesaian dibidang penatagunaan tanah, administrasi pertanahan,

serta fasilitasi penyelesaian tanah;
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g. Membina.mengawasi dan memberi petunjuk dan arahan kepada

bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

h. Melaporkan hasil pelaksanaaan program dan kebijakan kepada Bupati

Buru melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f ara}ran untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

undang yang berlaku;

k. Melaksanakan tata usaha Bagian Pertanahan;

1. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Penatagunaan Tanah

Pasal 27

(1) Kepala Sub Bagian Penatagunaan tanah mempunyai tugas mengumpulkan

bahan pen1rusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraan bidang penatagunaan tanah.

(2) IJraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan dan men5rusun rencana ptogramlkegiatan Sub

B agianPenataguna an tanail;

b. Melaksanakan progrartlkegiatan dalam rangka mengikutsertakan

masyarakat untuk penatagunaan tanah;

c. Melakukan identifikasi, analisa, evaluasi dan merumuskan upaya

penatagunaan tanah;

d. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan Penatagunaan

tanah;

e. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Sub Bagian

Penatagunaar). tanah sebagai bahan pertanggung jawaban;

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian

Pertanahan baik lisan maupun tertulis untuk memberikan bahan

masukan bagi penentuan kebijakan lebih lanjut tentang

penatagunaan tanah;

g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja

bawahan dilingkungan Sub Bagian Penatagunaan tanah sebagai

bahan pembinaan karier yang bersangkutan;

h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan rnemberi

petunjuk f arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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i. Memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

undang yang berlaku;

j. Melaksanakan tata usaha sub bagian Penatagunaan tanah;

k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Administrasi Pertanahan

Pasa1 28

(1) Kepala Sub Bagian Administrasi pertanahan mempunyai tugas

mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan penyelenggaraan bidang administrasi pertanahan.

(2) tJraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan dan men5rusun rencana program/kegiatan Sub

BagianAdministrasi Pertanahan ;

b. Koordinasi pembinaan dan perlind.ungan kepemilikan tanah

pemerintah daerah

c. Mengkoordinir dan fasilitasi pelaksanaan Workshop bidang

administrasi Pertanahan;

d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan prograsrlkegiatan dalam

mendorong penyelesaian administrasi pertanahan;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk larahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang-

undang yang berlaku;

g. Melaksanakan tata usaha sub bagian Administrasi pertanahan;

h. Melaksanakan evaluasi dan menSrusun laporan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah

Pasal 29

(1) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah

mempunyai tugas mengumpulkan bahan pen]rusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan bidang pemberdayaan

kelembagaan perempu.an.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan dan men5rusun rencana program/kegiatan Sub Bagian

Fasilitasi PenYelesaian tanah; 
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b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian

trrermasalahan tanah;

c. Menyiapkan bahan dokumentasi dan pemberian bantuan

terhadappenyelesaian sengketa tanah;

d. Melaksanakan pengumpulan data dan pelaporan terkait

permasalahan penyelesaian tanah pemerintah ;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai undang*

undang yang berlaku;

g. Melaksanakan tata usaha sub bagian Fasilitasi penyelesaian tanah;

h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Hukum

Pasal 30

(1) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugasmengkoordinasikan perumusan

peraturan perundang-undangan dan telaahan/kajian hukum serta

melakukan pembinaan terhadap proses pembuatan peraturan perundang-

undangan.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :

a. Merencanakan kegiatan pengumpulan data dan bahan pen1rusunan

pedoman pembinaan pen5rusunan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan memberikan masukan

kepada pemerintah terhadap pelaksanaan pembentukan peraturan

perundang-undangan;

b. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan penJrusunan

Peraturan Daerah Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi

Bupati;

c. Koordinasi dan evaluasi pen1rusunan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

d. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

e. Mewakili Kepala Daerah dalam penyelesaian sengketa Perdata di

pengadilan;

f. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
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g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 31

(1) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas

mempunyai tugas mengumpulkan bahan penJrusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan penJrusunan produk perundang-undangan

daerah.

{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1} terdiri dari:

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan,

petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;

c. Men5rusun rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan

bersama Bupati dan Instruksi Bupati;

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f ara}ran untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Melakukan koordinasiunit kerjalinstansi terkait dibidang peraturan

perundang-undangan;

f. Menyelenggarakan tata usaha Sub Bagran Peraturan perundang-

undangan;

g. Melaporkanpelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu

kepada Kepala Bagian;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pasal 32

tl) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai

tugas sosialisasi produk-produk hukum daerah, penyelesaian sengketa

perdata pemerintah daerah, perlindungan hukum terhadap aparatur

pemerintah daerah dan sosialisasi hak-hak dan kewajiban masyarakat.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan,

petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
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b. Mengumpulkan,mengolah dan men]rusun data yang berhubungan

dengan penyelesaian sengketa perdata;

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan

petunjuk f atahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d.Memberibantuanhukumdidalamdandiluarpengadilan
pegawaidilingkunganpemerintahdaerahyangtersangkut

kedinasan;

e. Menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili pemerintah daerah

atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan

perkara;

f. pembinaan yang berhubungan dengan hak hidup dan kepemilikan

masyarakat;

g. Fasilitasi perlindungan terhadap etnik'

tenaga kerja;

perempuan, anak.anak dan

h. Menyelenggarakan tata usaha Sub Bagian Hukum dan

Manusia;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kePada KePala Bagian;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Pasal 33

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan

dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan

lembaran daerah serta mengatur penyebaran dokumen hukum'

Uraian tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan'

pedoman dan petunjukserta bahan-bahan lainnya yang berhubungan

dengan bidang dokumentasi hukum;

b. Menyiapkan bahan pen]rusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

di bidang dokumentasi hukum;

c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan

dengandokumentasi hukum dan menyiapkan

pemecahan masalah;

J.

memberi

kepada

perkara

Hak Asasi

yang berhubungan

bahan Petunjuk

(1)

(2)

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan

petunjuk I ara}'ian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai

dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Melakukan pencatatan, statistik/pendataan, penggandaan, kodefikasi

dan distribusi peraturan perundang-undangan;

g. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan

sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

h. Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

i. Menyelenggarakan tata usaha Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada KePala Bagian Hukum;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Umunr

Pasal 34

(1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, Perlengkapan dan

Analisis Kebutuhan, pengelolaan barang dan kepegawaian pada

sekretariat daerah.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyelenggarakan pendataan, perencanaafi, pengadaan, pemeliharaan

barang dan pelaPoran;

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati

serta Sekretariat Daerah;

c. Menyelenggarakan administrasi Perlengkapan dan Analisis Kebutuhan

Sekretariat Daerah;

d. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat Daerah;

e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah;

f. Menyelenggarakan pengelolaan barang dan perlengkapan Sekretariat

Daerah;

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f aratran untuk kelancaran pelaksanaarlnya;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kePada atasan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Sub Bagian Rumah Tangga Dan Pemeliharaan

Pasal 35

(1) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaanmempunyai tugas

melaksanakanurusanrumah tangga pimpinan dan pemeliharaan terhadap

kebutuhan PimPinan.

(21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Menyelenggarakan pendataan, perencanaan, pemeliharaan barang dan

pelaporan;

b. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga pimpinan.

c. Melaksanakan urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi kegiatan

internal dan tamu;

d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati

serta Sekretariat Daerah;

e. Melakukan Pemeriksaan dan inventarisasi tingkat kerusakan gedung

kantor dan rumah jabatan.

f. Melaksanakan urusan pemeliharaan gedung kantor dan rumah

jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada KePala Bagian;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

Pasal 36

(l) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mernpunyai tugas

rnelaksanakan urusan Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaianpada

Sekretariat Daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Melaksanakan pel{rusunan rencana anggaran dan administrasi

kepegawaian pada Sekretariat Daerah;

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;verifikasi

penggunaan allggaran;

c. Melaksanakan kegiatan perbendahiaraafl, veri{ikasi dan pembukuan

anggaran keuangan Sekretariat Daerah;
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d. Melaksanakaan penyusunan laporan realisasi keuangan, menJrusun

laporan keuangan secara berkala dan me5rusun laporan keuangan

akhir tahun;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan

administrasi keuangan;

f. MenSrusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data,

mempelajari, mangelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan

program/kegiatan;

g. Menlrusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administasi

kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

i. Menyiapakan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai

untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan;

j. Melaksanakan penyiapan bahan standar kornpetensi pegawai, tenaga

teknis dan fungsional;

k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

bidang tugasnya;

1. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Bagian;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perlengkapan Dan Pengadaan

Pasal 37

(1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Pengadaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kebutuhan pada sekretariat

daerah.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Men5rusun perencanaan program/kegiatan, perlengkapan dan

pengadaan pada sekretariat daerah;

b. Melaksanakan prograrn dan kegiatan perelengkapan dan pengadaan

pada sekretariat daerah;

c. MenSrusunanrencana kebutuhan barangunit (RKBUlpada sekretariat

daerah;
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d. Menyiapkan perlengkapan kebutuhan Bupati, Wakil Bupati dan

Sekretariat Daerah;

e. Melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan perlengkapan dan

pengadaan dilingkungan sekretariat daerah;

f. Membuat laporan penggunaan perlengkapan dan pengadaan;

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f ara}:an untuk kelancaran pelaksanaarlnya;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Bagian;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Organisasi

Pasal 38

(1) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan pembinaan dibidang kelembagaan dan

analisa jabatan, ketatalaksanaan dan penataan sistem pelayanan publik,

pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerj a.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan, pengolahan dan analisis

data dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, ketatalaksanaan dan

penataan sistem pelayanan publik, pendayagunaan aparatur dan

akuntabilitas kinerja;

c. Merumuskan pedoman teknis pengelolaan kelembagaan dan analisa

jabatan, ketatalaksanaan dan penataan sistem pelayanan publik,

pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerj a;

d. Melaksanakan kerjasama dengan tim evaluasi dan monitoring

Kelembagaan dalam pen5rusunan konsep kegiatan penataan,

pemantapan dan penyempurnaan Kelembagaan Organisasi Otonomi

Daerah dan Perangkat Daerah, sesuai dengan prosedur dan perundang-

undangan yang berlaku;

e. Evaluasi dan monitoring penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah;

f. Koordinasi dan mengevaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, penetapan kinerja, standar pelayanan minimal,

standar operasional prosedur pelayanan dan prosedur kerja;

g. Merumuskan kebijakan, pengawasan dan evaluasi formasi serta analisa

jabatan; 
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h. Merumuskan pedoman penataan lingkungan kerja, menajemen

perkantoran dan sarana prasarana kerja;

i. Memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan

Pasal 39

(1) Kepala sub Bagian Kelembagaan dan Anjab mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

evaluasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang kelembagaan

dan analisa jabatan.

(2) Uraian tugas sebagaiamana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Melaksanakan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan

dengan bidang kelembagaan dan analisa jabatan;

b. Menyusun instrumen evaluasi kelembagaan sebagai pedoman dalam

melaksanakan evaluasi kelembagaan pada organisasi Otonomi Daerah

dan Perangkat Daerah;

c. Mengkaji dan melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi

penataan organisasi kelembagaan Otonomi Daerah dan Perangkat

Daerah;

d. rnenyiapkan bahan dan men)rusun standar kompetensi jabatan

struktural, syarat jabatan, perumusan jabatan fungsional umum
melalui kegiatan analisis jabatan sebagai pedoman dalam

merumuskan kebij akan program kelembagaan dan kepegawaian ;

e. MenSrusun dan mengevaluasi tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
jabatan struktural dan jabatan fungsional umum setiap Otonomi

Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Buru;

f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan analisa jabatan dan

analisa beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Buru;

g. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan diklatl bimtek analisis
jabatan/ analisis beban kerja guna meningkatkan kapasitas dan

profesionalisme penganalis jabatan;
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h. menyusun prolil kelembagaan Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah

Kabupaten Buru sebagai bahan informasi kepada SKPD dan

masyarakat;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk / arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;

j. Menyelenggarakan tata usaha Sun Bagian Kelembagaan dan Anjab;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Bagian;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik

Pasal 4O

(1) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan dan penataan sistim, metode dan prosedur kerja.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.. Melaksanakan pen5rusunan dan mengolah data serta informasi yang

berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan dan Pelayanan

Publik;

b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketatalaksanaan

dan Pelayanan Publik;

c. Merumuskan prosedur dan tata hubungan kerja Otonomi Daerah

dan Perangkat Daerah;

d. Melaksanakan dan men5rusunan strandarisasi perlengkapan, yang

meliputi rumah dinas, kenderaan dinas, peralatan kantor, sarana

kerja, tata ruang, tata naskah dinas, formulir penyederhanaan

kerja, efesiensi dan efektifitas kerja dan pengukuran kerja;

e. Melaksanakan pen)rusunan dan penetapan standarisasi pelayanan

yang meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar

Operasional Prosedur (SOP), standar operasional prosedur

pelayanan (SOPP);

f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f arall,an untuk kelancaran pelaksanaannya;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
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h. Melaksanakan penyusunan dan pembinaan tata naskah dinas dan

kearsipan bagi satuan organisasi dilingkungan Pemerintah

Kabupaten;

i. Menyelenggarakan tata usaha sub bagian;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu kepada Kepala Bagian;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Dan Akuntabilitas

Pasal 41

(1) Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Akuntabilitas

mempunyai tugas penyusunan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan pembe rd. ay aar. aparatur.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan

dengan pendayagunaan aparatur dan pelaporan akuntabilitas kinerja;

b. Menyusun dan mengevalu.asi laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP) dan penetapan kinerja dilingkup pemerintah

Kabupaten Buru;

c. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkup

Pemerintah Kabupaten Buru;

d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;

e. Melaksanakan penyusunan petunjuk Pembinaan Pendayagunaan

Aparatur Pemerintah agar dapat menciptakan Aparatur yang bersih,

berwibawa dan bertanggung jawab ;

f. Melaksanakan pembinaan peningkatan kualitas sumber daya aparatur

pemerintah daerah;

g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi

petunjuk f arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada Kepala Bagian;

i. Menyelenggarakan tata usaha Bagian Organisasi;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan

Kesra, Asisten Ekonomi Pembangunan, Asisten Administrasi umum, Staf Ahli,

Kepala Bagian Kepala Sub Bagian dan Petugas Administrasi, Petugas

Operasional, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik
didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam

lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas

masing-masing.

Pasal 43

Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Ekonomi

Perrnbangunan, Asisten Administrasi umum, Staf Ahli, Kepala Bagian Kepala

Sub Bagian wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasat44

Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Asisten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Sekretaris DaerahKabupaten Buru untuk
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas waktunya.

Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buru untuk
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas waktunya.

Kepala Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Asisten untuk menyampaikan laporan tentang

hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

serta bertanggung jawab kepada kepala bagian untuk menyampaikan

laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

(u
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BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIANDAN ESELON

Pasal 45

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah

berkonsultasi dengan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

(2) Asisten diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-U ndangan yang berlaku.

(3) Staf Ahli di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Kepala Bagian dan Kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Pasal4T

(U Sekretaris daerah Kabupaten Burumerupakan Jabatan Struktural Eselon

il.a. (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

(2t Asisten merupakan Jabatan Struktural Eselon Il.b(Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama)

(3) Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon ll.b(Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama)

t4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 48

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buru sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

38



Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor

67 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabrrpaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahXabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal O8 Desember20lS

v

UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2O18

f sexnereRls DAERAH KABUPATEN BURU 7

nnr-1
ASSAGAF I

Paraf Koordinasi

Kabag Ortala f
Kabag Hukum /

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR II2
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